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n , lm hw11 uni uk mcningknt·kan cl'i 1:1 icnr:~i dan el'cktivi tas 
Pcrwri111nnn Ducrnh rnelalui lnlcnsirikai;i Pajak Dacrah , 
perlu dilnlwlwn pcrulmhan tarif dengan menet'apkan 
kernbnli kctentunn Pajak Dnerah dengan Perat·uran Oaerah ; 

h . bnhwn pcngoluron tnrir pajA.k daerah dalam Pcraturan 
Dncrnh l\obupaten Bntu 13ara Nomor 9 Tahun 201 0 tent.ang 
Pnjuk Docrnh 8Cbagaimana Le lah diubah beberapa kali 
tcrnkhir dcngun Pcrulunrn Oaeroh Kabupalen Batu Bara 
Nomor IO Tahu n 20 17 t·en tang Peru bah an Ked ua Atas 
Pcrntumn IJ1wroh Nomor 9 TAhun 20 10 tentang Pajak 
l )ucrn h pnlu dist·crnAikan dengnn dinumika perkembangan 
dan p<'rl un1buhnn ('konomi rnn~yurnkal di Ka bu paten Batu 

Hnrn; 

c i,,,hwn lwrdn ~nrknn pl'rti111l>nngun ::,cl>agaimana dimaksu<l 
<111111111 l1t1ruf n dn11 h11rnf b, perlu mcmbcntuk Peraturan 
l )rn•rnh tcntnnR l 'crulmlinn l\clign ntm; Peroturan Daerah 
1, nl111p11 t<·11 l\11 l u llnro No,1101· <) Tuhun 20 10 tenl'ang Pf\iak 

I >n<•rn l, . 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pe1;mbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubLik 

Indonesia Nomor 4438) ; 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4681) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentana 
b 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 
2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Batu Bara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diuba h 
beberapa kali terakhir dengan Peratu ran Daerah Kabupaten 
Batu Bara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 



Atns l•crn tu rrrn Dncrn h Nornor <) Tn hun 2010 t<'n tn 11 g Pnjn.k 
Do.crab (Lembi:.mrn Dnrrah Knbu paten Untu 8nm Tnhun 
201 7 Nomor I 0) . 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATE N BATU BARA 

M ENETAPKAN 

dan 

BUPATI BATU BARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9 
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

Paaal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 
9 Tahun 20 10 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Baru Bara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhi r dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu 
Bara Nomor 10 Tahun 20 17 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 10), 
sebagai beriku t : 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah , sehingga Pasal 8 ayat (3) 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

( 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 
Restoran . 

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksu d 
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan 
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli . baik 
dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tern pat la in . 



(3) Tidak term k b ' k . 
. asu o ~e Pa_iak Restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 

melebihi batas Rp. 5.000 .000,00 (lima juta ru piah) /bulan 

yang ditetapkan dengan Pera tu ran Daerah. 

2. Ketcntuan Pasa l 11 diubah, schingga Pa saJ 11 berbunyi sebagai 

bcrikut : 

Pasal 11 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sesuai dengan k.Jasifikasi sebagai 

berikut : 

a . Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

untuk restoran kategori A, yaitu restoran yang memiliki nilai 

penjualan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih 

per bulan ; 
b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) 

untuk restoran kategori B, yaitu restoran yang memiliki nilai 

penjualan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai 

dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan; 

c. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) 

untuk restoran kategori C, yaitu restoran yang memiliki nilai 

penjualan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai di 

bawah Rp. 7.000.000,00 (tujuhjuta rupiah) per bulan; 

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 

Besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan 

ditetapkan sebesar : 

a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) ; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ a tau busana sebesar 

10% (sepuluh persen) ; 

c. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya sebesar 10% 

(sepuluh persen); 

d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen); 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 25% 

(dua puluh lima persen); 

f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); 
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g. perrnainan bilyard dan bowling sebesar 20% (tiga puluh 

persen) ; 

h . panti pijat , refl eksi , ma ndi uap/ spa, dan pu sat kebugaran 

(fitness center) sebesar 20% (du a puluh pcrsen) ; 

1. pertandingan olahraga se besa r 10'}~, (sepuluh persen) . 

4 . Ketentuan Pasal 24 ditamba h 1 aya l, sehingga Pasal 24 ayat (3) 

berbun_v i se baga i bcrikul : 

PasaJ 24 

(I) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai J ual 

Tenaga Listrik. 

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) ditetapkan : 

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah ju mlah 

tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya 

pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening 

listrik; 

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri , Nilai Jual 

Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia , 

tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian 

listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah 

Daerah Kabupaten Batu Bara. 

c. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

dengan berpedoman pada ketetapan Nilai Jual pada PLN 

dan Peraturan Perundang-Undangan terkait 

ketenagalistrikan. 

5 . Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 ayat 

sehingga Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut : 

Pasal29 

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan . 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung 

dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan 

nilai pasar atau harga standar masing-mns in g jeni s Mineral 

Bukan Logam dan Batu an . 
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, ,1 lwr l•il <1 1 di 101< 11111 

(.') Nilni pn~n1 nd :11 111 1 l111rg11 r11 t1,-rn 111 ~" 11
r, · 

sc tcmpnt cJiw ilu\'nh l(H IH1f Wlc 11 l!nt u 13111 11 

(--1) NilAi pn sn r dnri hnsil produl< ~i Min<"rnl nuk111 1 l,ognn1 cl:i11 

Bntu nn sulit d ipcro lch, dig1111 :ik11n ~,nnclnr ynng dikt:1r1<
1111 

dcngnn Pcrn tura.n BupA t i yring bcrpcdomnn pnd n P<•lfJ tUl :tn 

Gubeniur mcngcnm hnrgn po toknn Mi ncrn l IJuknn LoR11m 

Dan Batuan . 

6 . Ketentuan Pasal 39 nyn t (4) diub::th , sehingga Pn sa l 19 ayn t (4) 

berbu ny i se bagai bcrikul : 

PAsal 39 

( I ) D raj.al< A1·1· Tanah adalah Nilai Pcrolchan Ai r 
asar pcngenaan 

Tanah . 

(2) Nilai Perolehan Air Tan ah scbagaimana dimak sud pacla ayat 

( l) dinya takan dalam rupiah yang dihitung dengan 

mempertimbangkan scbagian atau seluruh faktor- faktor 

berikut : 

a. jenis sumber air; 

b . lokasi sumber air; 

c. tuj uan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d . vol ume ai r yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. kuaJitas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

pengambiJan dan/atau pemanfaatan air. 

(3) Pengunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Batu Bara. 

(4 ) Besamya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 

berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan 

pada Peraturan Gubernur. 

7. Ketentuan Pasal 40 diubah , sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai 

berikut : 

PasaJ 40 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar J 0(% /sepuluh persen ). 

6 



r 

e 

Pual D 

Peraturan Darrah m1 mula, berlaku pada tanggal diundang.kan 

Agar S('tiap orang m<'ng<'tahuin va. mt>menntah kan p<"ngundang.an 

PC'raturan Darrah mi dengan penrrnpatannva dalam Lembaran 

DHrrah Kabupaten Batu Bara . 

Diundangkan di Lima Puluh 

pada t:an ggal 8 NQ.,i. ~'JJJ 

Ditetapkan d1 Lima Pu luh 

pada tanggaJ ~ ~ l:UO 

BUPATI BATIJ BARA. 

ZAHIR 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

SAKTI ALAM SIREGAR 

LEMBARAN DAERAH KABU PATEN BATU BARA TAHUN 2020 N0\10R ~ 

NORgo PERATU RAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PRO\ !NS{ su ~,1·\ Tt:R \ 

UTARA : (4-36/2020) 



e 

Paaal II 

Pera turan Dacrah ini m ulai bcrlaku pada langgal diundan gkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, mem erin tahkan pengun dangan 

Peraturan Daerah ini den gan penempatannya dalam Lembara n 

Daerah Kabupaten Batu Bara. 

Diundangkan di Lima Puluh 

pada tanggal 8 Mt~ ~:JD 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

TTD 

SAKTI ALAM SIREGAR 

Ditetapkan di Lima Puluh 

pad a tan ggal 0 "'1 et 2.DW 

BUPATI BATU BARA, 

TTD 

ZAHIR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR tf 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINS! SUMATERA 

UTARA : (4-36/2020) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

RAH IRAIT, SH 
NIP. 1966070 1986021001 
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